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WALi KOTA PALEMBANG 

PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG 

NOMOR 5 TAHUN 2026 

TENTANG 

POS PELAYANAN TERPADU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA PALEMBANG, 

a. bahwa Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan berperan penting
bukan saja dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan
kesehatan dasar kepada masyarakat melainkan juga telah
bertransformasi memperluas cakupan pelayanannya menjadi
enam bidang Standar Pelayanan Minimal, yaitu bidang
Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat,
Sosial dan Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas
hidup masyarakat;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, Pemerintah
Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur tentang
kelembagaan Pos Pelayanan Terpadu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Pos Pelayanan Terpadu;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

4. Undang-Undang ..... 




















